
BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188 / 84 / K / 4t 1.O13 / 2024

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BERUPA KENDAR]qu{N DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH

KEPADA MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KERTOSONO

KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat
(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas

Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Majelis Wakil Cabang

Nahdlatul Ulama Kertosono Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter.tang Hubungan
Keuangal Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O20

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebaga imana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur, 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2O23

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2O22

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O24;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH

KEPADA MAJELIS WAKIL CAE}ANG NAHDLATUL ULAMA

KERTOSONO KAEIUPATEN NGANJUK.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah
Kepada Mqjelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kertosono

Kabupaten Nganjuk dengan data administratif:

a. kode barang : 1.3.2.O2.O1.01.003

b. jenis kendaraan : Station Wagon

c. merk/tgpe : Isuzu Panther, TBR541 LS2

d. nomor polisi : AG 1258 VP

e. tahun : 1994

f. warna : Merah

g. nomorrangka : MHCTBR54FIK209I56
h. nomor mesin : E209156

i. nomor BPKB : 0547586
j. perlengkapan kendaraan : Kunci Mobil, STNK, BPIGI

k. harga perolehan : Rp29.950.000,00 (dua puluh

sembilan juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tangga-l ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal l5 Februari 2024

PJ. BUPATI NGANJUK,

suai dengan aslinya SRI HANDOKO TARUNA

GIAN HUKUM,

UTRISNO M.Si
Pembina tI
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